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a. melaksanakan pemetaan potensi koperasi di desa 

yang akan dikonsolidasikan dalam lingkup nasional; 

b. melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah 

pelaksanaan program kegiatan dalam upaya 

percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah 

Putih; 

c. menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan 

baru kepada Pengarah dalam hal terdapat 

permasalahan yang memerlukan mitigasi dan solusi 

strategis dalam upaya percepatan pembentukan 

Koperasi Desa Merah Putih;  

d. melaksanakan sinergi kebijakan dan pelaksanaan 

program antar kementerian/lembaga; dan 

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah. 

    

KETUJUH  : Untuk meningkatkan efektivitas tugas Satuan Tugas, 

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM 

KEEMPAT huruf b dibagi menjadi 12 (dua belas) wilayah 

kerja, meliputi: 

a. Wilayah I meliputi Provinsi Aceh; 

b. Wilayah II meliputi Provinsi Sumatera Utara dan 

Kepulauan Riau; 

c. Wilayah III meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau, 

Jambi, dan Bengkulu; 

d. Wilayah IV meliputi Provinsi Sumatera Selatan, 

Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung;  

e. Wilayah V meliputi Provinsi Jawa Barat; 

f. Wilayah VI meliputi Provinsi Jawa Tengah;  

g. Wilayah VII meliputi Provinsi Jawa Timur;  

h. Wilayah VIII meliputi Provinsi Banten, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur; 

i. Wilayah IX meliputi Provinsi Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, dan Bali;  

j. Wilayah X meliputi Provinsi Kalimantan Utara, 

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, dan Papua Barat; 

k. Wilayah XI meliputi Provinsi Sulawesi Utara, 

Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat 

Daya; 

 

l. Wilayah XII … 
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KETIGABELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 13 Maret 2025 
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 KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA 
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Wilayah X (Provinsi 

Kalimantan 

Sulawesi 

Sulawesi 

Utara, 

Tengah, 

Selatan, 

Sulawesi Tenggara, 

dan Papua Barat) 

Wilayah XI (Provinsi 

Sulawesi Utara, 

Gorontalo, Sulawesi 

Barat, Maluku, dan 

Papua Barat Daya) 

Wilayah XII (Provinsi 

Maluku Utara, Papua, 

Papua Tengah, Papua 

Pegunungan dan 

Papua Selatan) 

Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi 

Koperasi; 

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar 

Lembaga; 

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi; 
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